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       Skripsi yang berjudul “Analisis Sharia Compliance pada Produk Penjaminan 
Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
KPS Surabaya” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan tentang mekanisme pelaksanaan produk penjaminan 
kafa>lah pembiayaan tajir plus dan analisis sharia compliance pada produk 
penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah KPS Surabaya. 
       Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan staff 
bidang operasional dan kepala kantor pemasaran syariah (KPS) Surabaya serta 
didukung dengan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti 
peraturan perundang-undangan, fatwa, dan website resmi. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 
        Hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, pelaksanaan produk 
penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan dari pihak makful lahu 
(dalam hal ini adalah bank syariah) dengan pihak makful anhu (nasabah bank 
syariah tersebut). Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah merupakan 
pembiayaan mikro yang digunakan guna membantu perkembangan usaha 
nasabah. Kemudian makful lahu mengajukan penjaminan kepada pihak kafil, 
yaitu PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan ketentuan dan tata cara 
pelaksanaan penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus yang telah dituangkan 
dalam Akad Perjanjian Kerja Sama. Kedua, dalam menjalankan kegiatan 
penjaminan, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menggunakan akad 
Kafa>lah bil ujrah sesuai dengan yang ditentukan oleh Dewan Syariah 
Nasional,yaitu pada Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan 
Syariah, termasuk penerapan dalam produk Penjaminan Kafa>lah  Pembiayaan 
Tajir Plus. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditekankan kembali 
mengingat salah satu rukun dan syarat makful ‘anhu yaitu dikenal oleh penjamin 
dan sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Karena pada 
praktiknya, pada saat akad pemberian pembiayaan pihak bank syariah tidak 
mengatakan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang ia ajukan akan dijaminkan 
pada lembaga penjaminan pembiayaan syariah, melainkan hanya memberi 
tahukan bahwa akan ada asuransi jiwa dan kebakaran yang menjaminnya. 
          Sebagai saran, menurut peneliti perlu diadakan sosialisasi kepada nasabah 
bank syariah mengenai adanya lembaga penjamin pembiayaan syariah, terutama 
pada nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro pada bank syariah tersebut 
yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah.  Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak dapat mencari solusi 
bersama dengan nasabah guna meminimalisir terjadinya moral hazard tersebut. 
Serta PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya diharapkan 
dapat mempertahankan kepatuhan syariah (sharia compliance) yang telah 
terpenuhi dengan baik. 
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1.1 Skema / tahapan dalam penjaminan syariah di PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah....................................................................... 5 
 




































A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu industri yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
adalah Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah). IKNB Syariah 
meliputi sektor industri: asuransi syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan 
syariah, penjaminan syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, 
lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan syariah khusus. 
IKNB Syariah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah industri 
penjaminan syariah. Industri penjaminan syariah saat ini terus bertumbuh 
seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah, 
khususnya pembiayaan syariah. Penjaminan syariah merupakan salah satu 
pendukung dalam peningkatan aktivitas ekonomi, terutama sektor usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang pada gilirannya akan 
memperkuat ekonomi nasional. Salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang penjaminan syariah adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah. 
Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin 
atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan 
berdasarkan prinsip syariah
1
. Prinsip Syariah yang dimaksud adalah prinsip 
                                                             
1
 UU No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan Pasal 1 ayat 2. 



































hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 
fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). 
Pengelolaan penjaminan syariah ini diatur dalam beberapa kebijakan 
seperti, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Ketentuan Umum Kafa>lah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 
74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. Selain itu, peraturan OJK 
No. 6/POJK.05/2014 mengatur kegiatan usaha yang dilakukan penjaminan 
syariah adalah melakukan penjaminan dengan menanggung pembayaran atas 
kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak 
dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. 



























ِل َ   ِِلِك  
Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."” 
(QS. Yusuf (12): 72)
2
 
Kata “za’im” dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai “kafil”. 
                                                             
2
 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 244. 



































Dalam prakteknya, penjaminan syariah menggunakan akad Kafa>lah bil 
ujrah yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak3. 
Kafa>lah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak 
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 
Dalam pengertian lain kafa>lah juga berarti mengalihkan tanggung jawab 




Institusi penjamin pembiayaan syariah merupakan salah satu mitra 
strategis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan usahanya 
menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Perjanjian penjaminan syariah 
melibatkan tiga pihak antara lain penjamin (kafil), penerima jaminan (makful 
lahu) dan terjamin (makful anhu).  Penjamin (kafil) dalam proses penjaminan 
syariah adalah lembaga penjamin pembiayaan syariah, yaitu PT. Jaminan 
Askrindo Syariah.  Penerima jaminan (makful lahu) adalah bank syariah yang 
telah bekerja sama dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. 
Sedangkan terjamin (makful anhu) adalah nasabah/debitur pembiayaan bank 
syariah tersebut. 
Tujuan dari adanya lembaga penjamin pembiayaan syariah adalah 
untuk memberikan dana talangan terhadap keadaan ketidakmampuan 
pembayaran kewajiban nasabah/debitur kepada LKS, khususnya Bank 
Syariah, yang disebabkan oleh hal-hal yang terjamin dalam ketentuan yang 
                                                             
3
 Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009. 
4
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 216. 



































di syaratkan sepanjang tidak mengandung unsur Fraud, Fiktif dan 
Sidestreaming (F2S) dimana nantinya bila telah dilaksanakan kewajiban 
dalam hal ta’widh oleh lembaga penjamin pembiayaan yaitu berupa dana 
talangan tersebut maka selanjutnya akan timbul hak subrogasi yang berasal 
dari agunan atau cicilan yang tetap menjadi kewajiban nasabah kepada LKS
5
. 
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan perusahaan 
penjaminan syariah pertama di Indonesia yang merupakan anak perusahaan 
dari PT. Askrindo. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam 
prakteknya menggunakan akad kafa>lah dengan layanan produk penjaminan 
berupa kafa>lah pembiayaan, kafa>lah transaksi perdagangan, kafa>lah bank 
garansi dan surety. Penelitian ini akan membahas salah satu produk pada 
kafa>lah pembiayaan. Kafa>lah Pembiayaan adalah salah satu produk jasa 
penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh Askrindo selaku Kafil (Penjamin) bagi 
Makful anhu (Penerima Pembiayaan) dalam upaya memperoleh pembiayaan 
produktif maupun konsumtif dari Makful lahu (Perbankan Syariah ataupun 
Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah), khususnya para Penerima Pembiayaan 
yang tidak memenuhi persyaratan teknis di Perbankan Syariah ataupun Lembaga 
Keuangan Bukan Bank Syariah
6
. Dalam produk penjaminan kafa>lah 
pembiayaan terdapat beberapa pembagian produk, salah satunya adalah 
produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus. Produk penjaminan 
kafa>lah pembiayaan tajir plus merupakan produk penjaminan yang 
                                                             
5
 Institusi Penjaminan Pembiayaan Syariah Mitra Strategis Lembaga Keuangan Syariah, 
http://www.teropongsenayan.com/65358-institusi-penjaminan-pembiayaan-syariah-mitra-
strategis-lembaga-keuangan-syariah (diakses pada 09 September 2017 pukul 09.00) 
6
 Laporan Tahunan 2015 PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 32 



































dikhususkan untuk menjamin pembiayaan mikro di perbankan syariah dan 
dirancang untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 
pembiayaan/pinjaman kepada Debitur (Makful anhu) sebagai pelaku/pemilik usaha 
guna keperluan produktif. Produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus 
tersebut merupakan salah satu produk yang paling sering dipilih oleh 
perbankan syariah guna meminimalisir terjadinya resiko-resiko atas 
pembiayaan mikro yang diajukan oleh nasabah, antara lain wanprestasi/gagal 
bayar, gangguan usaha yang disebabkan karena kebakaran dan atau banjir atas 
tempat usaha peserta yang menjadi objek pembiayaan maupun lingkungan 
sekitarnya, serta meninggal dunia
7
. 
Berikut ini adalah skema/tahapan dalam penjaminan syariah di PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah: 
 
1.1 Skema/tahapan dalam penjaminan syariah di PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah (Sumber: Askrindo Syariah Company Profile) 
                                                             
7 Askrindo Syariah, “Kafa>lah Pembiayaan”, http://www.askrindosyariah.co.id/faq-kafa>lah-
pembiayaan.html (diakses pada 09 September 2017 pukul 19.35) 



































1. Bank Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
bernegosiasi dan menyepakati perjanjian untuk menjamin pembiayaan 
yang diberikan oleh bank kepada nasabah; 
2. Nasabah datang ke Bank Syariah yang telah bekerja sama dengan PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah untuk mendapatkan pembiayaan 
dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati. 
3. Bank dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menandatangani 
akad kafa>lah dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah akan 
menjamin pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah. 
4. Bank mencairkan pembiayaan kepada nasabah. 
5. Bank membayar ujrah/fee kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah yang besarnya sesuai perjanjian diawal. 
6. Nasabah menunggak dalam pembayaran angsuran kepada Bank. 
7. Bank mengajukan klaim kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah atas macetnya pembayaran angsuran dari nasabah dilengkapi 
dengan bukti–bukti yang diperlukan. 
8. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meneliti bukti-bukti 
pengajuan klaim, apabila layak, Lembaga Penjaminan Pembiayaan 
Syariah akan membayar klaim kepada Bank; 
9. Atas pembayaran klaim tersebut, timbul hak subrogasi untuk 
memperoleh recovery dari jaminan/agunan yang diajukan oleh nasabah. 



































Saat ini, dalam menjalankan bisnis penjaminan pembiayaan syariah 
menggunakan skim penjaminan kredit konvensional. Hal ini dilakukan 
karena bisnis tersebut merupakan bisnis baru di Indonesia, bahkan di dunia 
pun belum memiliki standard skim penjaminan pembiayaan syariah sehingga 
dianggap dalam keadaan darurat. Perbedaan antara penjaminan kredit 
konvensional dan penjaminan pembiayaan syariah adalah di penjaminan 
pembiayaan syariah tidak boleh melanggar MAGRIB, yaitu Maisir  
(gambling),  Gharar  (ketidakjelasan), dan Riba. Sementara itu di bisnis 
penjaminan kredit konvensional masih ada yang melanggar prinsip MAGRIB, 
salah satunya yaitu suku bunga kredit. Disamping itu perbedaan lainnya 
adalah pada penjaminan pembiayaan syariah sistem akuntansinya berbasis 
Cash, sedangkan penjaminan kredit konvensional berbasis Acrual8. 
Selain hal tersebut, kesesuaian mengenai syarat dan rukun yang ada 
dalam akad kafa>lah bil ujrah juga patut untuk di perhatikan kembali 
mengingat bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak mengetahui 
mengenai adanya lembaga penjamin pembiayaan yang menjamin 
pembiayaan mereka atas risiko wanprestasi. Peneliti menetapkan lokasi 
penelitian di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 
karena PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan lembaga 
penjaminan pembiayaan syariah pertama yang di dirikan di Indonesia. Hal-
hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk memahami mengenai 
penjaminan pembiayaan syariah, khususnya produk penjaminan kafa>lah 
                                                             
8
 Institusi Penjaminan Pembiayaan Syariah Mitra Strategis Lembaga Keuangan Syariah... 



































pembiayaan tajir plus. Peneliti ingin mengetahui dan membahas pula 
mengenai kesesuaian antara pelaksanaan produk penjaminan tersebut dengan 
ketentuan yang telah di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Oleh 
karena itu peneliti merasa baik untuk membahasnya dalam karya ilmiah 
berupa skripsi dengan judul “Analisis Sharia Compliance pada Produk 
Penjaminan Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah KPS Surabaya” yang bertujuan untuk mengetahui 
penerapan sharia compliance pada produk penjaminan kafa>lah pembiayaan 
tajir plus tersebut. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah 
yang muncul adalah: 
1. Minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya nasabah bank syariah 
mengenai adanya lembaga penjamin pembiayaan syariah. 
2. Penerapan akad kafa>lah bil ujrah yang kurang sempurna pada produk 
penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus. 
3. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara perjanjian kerja sama 
dengan praktik pelaksanaan produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir 
plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 
4. Kurangnya pengetahuan mengenai sharia compliance pada lembaga 
penjaminan syariah, khususnya di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah KPS Surabaya. 



































5. Masih minimnya perhatian mengenai kepatuhan dan ketaatan syariah 
dalam lembaga keuangan syariah. 
Berdasarkan identifikasi tersebut, maka penelitian yang dilakukan 
penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 
1. Mekanisme pelaksanaan produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir 
plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 
2. Analisis sharia compliance pada produk penjaminan kafa>lah pembiayaan 
tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 
C. Rumusan Masalah 
Dari batasan masalah yang telah disebutkan di atas, maka muncul 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk penjaminan kafa>lah 
pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 
Surabaya? 
2. Bagaimana analisis sharia compliance pada produk penjaminan kafa>lah 
pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 
Surabaya? 
D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan beberapa sumber 
kepustakaan, penulis melihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok 
penelitian ini tampak sangat jelas, karena penelitian tentang sharia 
compliance ini belum ada yang membahas judul “Analisis Sharia 
Compliance pada Produk Penjaminan Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus di PT. 



































Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya”. Perlu dilakukan 
penelitian lebih mendalam terhadap kondisi obyektif di lapangan sehingga 
akan dihasilkan suatu kajian yang berkualitas. 
Berawal dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Aan Zainul Anwar dan 
Mohammad Yunies Edward (The 3rd University Research Colloquium 2016) 
yang berjudul: “Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada 
Gabungan Koperasi BMT Mitra se-kabupaten Jepara”. Menyatakan bahwa 
pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra 
se-kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 
No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum 
dimana instrumen-instrumen yang dinilai adalah tingkat pendidikan, tingkat 
pemahaman dan sistem manajemen BMT Mitra tersebut
9
. 
Kemudian yang kedua adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Luqman 
Nurhisam (2016) dengan judul: “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) 
dalam Industri Keuangan Syariah”. Jurnal ini menjelaskan tentang kepatuhan 
syariah yang dijalankan oleh IKB Syariah maupun IKNB Syariah harus 
sesuai dengan peraturan BI (PBI/SEBI), Peraturan OJK (POJK), serta fatwa 
DSN-MUI, serta ketentuan-ketentuan berupa guidelines terhadap industri 
keuangan syariah bank (IKBS) maupun non-bank (IKNBS)
10
. 
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Selanjutnya, yang ketiga adalah jurnal ilmiah oleh Ade Sofyan Mulazid 
(2016) yang berjudul: “Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah 
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)”. Menyatakan bahwa 
sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan 
baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank 
Syariah Mandiri. Fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur Kepatuhan kepada 
seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan 
sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan 
kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Namun, pelaksanaan audit 
internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan 
masih ditemukannya praktik fraud, seperti kasus pembiayaan fiktif Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor. Dengan demikian 




Ke-empat yaitu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sepky Mardian (2015) 
yang berjudul: “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”. 
Jurnal ini menyatakan bahwa upaya pemenuhan terhadap kepatuhan syariah 
telah dilakukan oleh DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun 
berbagai keterbatasan terutama sumber daya manusia di bank Syariah 
menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di 
samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan 
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Jurnal ilmiah yang terakhir adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dedhi 
Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis (2014) yang berjudul: 
“Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good 
Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal ini menyatakan 
bahwa rata-rata pengungkapan sharia compliance dalam kategori Dewan 
Pengawas Syariah yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) BUS di Indonesia telah 
memiliki indeks pengungkapan sharia compliance sebesar 56%. Untuk 
indeks pengungkapan kategori murabahah sedikit lebih rendah daripada 
kategori DPS yaitu sebesar 52%. Dalam kategori zakat hanya diungkapkan 
sebesar 50%. Meski rendah hasil ini menunjukkan bahwa fungsi sosial dari 
BUS di Indonesia dalam pengelolaan dana zakat telah dijalankan. Hal ini 
disebabkan karena beberapa BUS telah memiliki Lembaga Amil Zakat untuk 
mengelola dana zakat secara terpisah
13
. 
Dari beberapa jurnal ilmiah di atas, terdapat persamaan dengan 
penelitian ini yaitu membahas mengenai kepatuhan syariah (sharia 
compliance) pada lembaga keuangan syariah. Namun terdapat pula beberapa 
perbedaan antara penelitian yang dituangkan dalam jurnal-jurnal ilmiah 
tersebut dengan penelitian ini, antara lain objek penelitian yang berbeda 
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(penelitian terdahulu dilakukan di perbankan syariah, sedangkan penelitian 
ini dilakukan di asuransi syariah, lebih tepatnya lembaga penjaminan 
syariah), perbedaan produk yang diteliti dan perbedaan ketentuan hukum 
yang dijadikan patokan dalam mengukur suatu kepatuhan syariah (sharia 
compliance) tersebut. 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan 
penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk penjaminan kafa>lah 
pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
KPS Surabaya. 
2. Untuk mengetahui sharia compliance pada produk penjaminan kafa>lah 
pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
KPS Surabaya. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua 
aspek baik secara teoritis maupun praktis, yakni:  
1. Aspek teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan 
masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah non-bank terutama 
asuransi syariah. Serta dapat memberikan tambahan pemikiran secara 
teoritik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 
asuransi syariah, khususnya penjamin pembiayaan syariah, terkait 



































dengan masalah sharia compliance pada salah satu produk penjaminan 
yang ada pada lembaga penjamin syariah tersebut. 
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini dapat berguna dan sebagai masukan 
(pengetahuan) bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau para praktisi 
lembaga keuangan syariah menerapkan atau bahan acuan sharia 
compliance pada salah satu produk penjaminan yang ada pada lembaga 
keuangan syariah non-bank khususnya lembaga penjamin pembiayaan 
syariah dimasa yang akan datang. 
G. Definisi Operasional 
Agar mempermudah dalam memahami tulisan skripsi ini maka penulis 
akan memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari 
konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan atau 
menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian, 
yakni: 
1. Sharia Compliance 
Sharia compliance atau kepatuhan syariah adalah syarat mutlak 
yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan 
prinsip syariah. Dengan tegas bahwa menjalankan Kepatuhan terhadap 
prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua 
kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu 
sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. Tujuan penting kepatuhan 







































Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
15
. 
Lembaga yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI). Sehingga kepatuhan syariah (sharia compliance) 
yang dimaksud merupakan kepatuhan suatu lembaga keuangan, 
khususnya lembaga keuangan non-bank, terhadap fatwa yang di tetapkan 
oleh DSN-MUI. 
2. Produk Penjaminan Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus 
Produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus merupakan 
produk penjaminan yang dikhususkan untuk menjamin pembiayaan mikro 
di perbankan syariah dan dirancang untuk melindungi kepentingan Bank 
(Makful lahu) selaku pemberi pembiayaan/pinjaman kepada Debitur (Makful 
anhu) sebagai pelaku/pemilik usaha guna keperluan produktif. Produk 
penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus tersebut merupakan salah satu 
produk yang paling sering dipilih oleh perbankan syariah guna 
meminimalisir terjadinya resiko-resiko atas pembiayaan mikro yang 
diajukan oleh nasabah, antara lain wanprestasi/gagal bayar, gangguan 
usaha yang disebabkan karena kebakaran dan atau banjir atas tempat usaha 
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H. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
jenis penelitian lapangan yang datanya ditemukan dari data-data lapangan 
(field research) yaitu dari pendapat-pendapat mengenai mekanisme 
pelaksanaan dan sharia compliance pada salah satu produk penjaminan. 
Untuk memperoleh data validitas, teknik pengumpulan data menjadi hal 
yang penting.  
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan adalah data tentang mekanisme pelaksanaan 
produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dan sharia compliance pada 
produk tersebut. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Sumber data primer 
Sumber data primer yakni yang diperoleh langsung dari subyek 
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 
pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber 
informasi utama yang dicari. Untuk dapat memperoleh data primer ini, 
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penulis langsung kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
Cabang Surabaya mengadakan wawancara dengan Bagian Operasional 
dan kepala kantor pemasaran syariah (KPS) yang memahami tentang 
produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
dokumentasi yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini. Dalam 
penelitian ini penulis mengumpulkan data pendukung yang berasal dari 
buku-buku, artikel, jurnal, internet, dokumen dan lain sebagainya yang 
berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini, diantaranya:  
1) Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 
2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan 
3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 06/POJK.05/2014 
tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan 
5) Website PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
6) Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 





































. Maka agar mempermudah teknik pengumpulan data tersebut 
maka diperlukan beberapa macam teknik pengumpulan data, yakni :  
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 
masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 
orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk 
memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas 
mungkin kepada subjek penelitian
18
. Wawancara dilakukan dengan 
cara penulis mengajukan pertanyaan langsung dengan Bagian 
Operasional PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 
dan kepala kantor pemasaran syariah (KPS) tersebut  yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu yang berkaitan dengan sharia compliance 
pada produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Pewawancara mengacu 
pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya meliputi 
mekanisme pelaksanaan produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir 
plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dan 
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Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis
19
. 
Dokumentasi hanyalah nama lain dari analisis tulisan atau analisis 
terhadap isi visual dari suatu dokumen. Buku teks, essay, dan artikel 
yang dapat dianalisis dengan berbagai cara. Tingkat kredibilitas suatu 
hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan pula oleh 
penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Untuk mendapatkan 
informasi yang lebih valid maka penulis mencari dokumen dari instansi 
terkait sebagai tambahan untuk bukti penguat yang berupa sejarah PT 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, visi dan misi PT Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah, produk dan jasa PT Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah, kinerja PT Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah saat ini dan lain-lain.  
4. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data berhasil diambil dari seluruh sumber yang ada, maka 
penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:  
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan 
antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian
20
. Dalam hal ini 
penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan 
masalah saja. Penulis mengambil data dari PT Jaminan Pembiayaan 
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Askrindo Syariah KPS Surabaya tentang mekanisme pelaksanaan 
produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus serta sharia 
compliance pada produk penjaminan tersebut. Setelah itu merangkum 
data yang didapat untuk keselarasan pembahasan. 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya 
menjadi suatu kesatuan yang teratur
21
. Penulis melakukan 
pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun 
data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam 
menganalisa data. 
c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh 
dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran 




5. Teknik Analisis Data 
Bogdan & Biklen (2007) menyatakan bahwa analisis data adalah 
proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, 
catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan 
menyajikan apa yang ditemukan
23
. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
                                                             
21
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
Edisi III, 2005), 803. 
22
 Raco J.R, Metode Kualitatif ..., 246. 
23
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 
210. 



































digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti 
merupakan instrumen kunci. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 
pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan 
konteks yang relevan serta untuk memahami fenomena sosial melalui 
gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna 
(meaning) 24 . Penelitian ini juga memakai pola pikir induktif dimana 
dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai 
ruang lingkup yang khas dan terbatar dalam menyusun argumentasi yang 
diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum
25
. 
Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  Penelitian 
deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi 
hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau 
keadaan
26
. Sedangkan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 
menafsirkan dan menguraikan data tentang mekanisme pelaksanaan 
produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus serta sharia compliance 
pada produk penjaminan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
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I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk 
memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi 
ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub 
bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika 
pembahasannya adalah: 
Bab pertama, peneliti akan membahas beberapa hal tentang 
pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi 
data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 
pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan. 
Bab kedua, mengenai landasan teori yang terdiri dari beberapa meliputi 
akad kafa>lah, penjaminan syariah, dan sharia compliance. Bab ketiga, 
mengenai data dalam skripsi ini meliputi profil umum PT Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (meliputi sejarah PT Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah, visi dan misi PT Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah, produk PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 
struktur organisasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 
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Surabaya) dan aplikasi produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus di 
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 
Bab keempat, mengenai analisis sharia compliance pada produk 
penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah KPS Surabaya. Bab kelima, ini merupakan bab penutup 
yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat 
bermanfaat bagi banyak pihak. 



































AKAD KAFA>LAH, PENJAMINAN SYARIAH DAN SHARIA COMPLIANCE 
 
A. Kafa>lah 
1. Pengertian Kafa>lah 
Al-kafa>lah menurut bahasa berarti al-d}aman (jaminan), h}amalah 
(beban) dan za‘amah (tanggungan). Sedangkan menurut istilah yang 
dimaksud dengan al-kafa>lah atau al-dhaman sebagaimana dijelaskan 
oleh para ulama adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Madzhab Hanafi bahwa al-kafa>lah memiliki dua pengertian, 
yang pertama arti al-kafa>lah ialah: 
“Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan, 
dengan jiwa, utang atau zat benda”. 1 
Pengertian al-kafa>lah yang kedua ialah: 
“Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok 
(asal) utang”. 2 
b. Menurut Madzhab Maliki bahwa al-kafa>lah ialah: 
“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi 
beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung 
pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”. 3 
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c. Menurut Madzhab Hambali bahwa yang dimaksud dengan al-kafa>lah 
adalah: 
 “Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan 
benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai 
hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang 
mempunyai hak”.4 
d. Menurut Madzhab Syafi’i bahwa yang dimaksud dengan al-kafa>lah 
ialah: 
 “Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan 
(beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau 
menghadirkan benda oleh orang yang berhak menghadirkannya”.5 
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi’i di 
atas bahwa al-kafa>lah terdiri atas tiga pengertian, yaitu: Al-Kafa>lat 
al-Dayn, Al-Kafal>at al-‘Ain dan Al-Kafal>at al-Abdan. 
e. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan al-kafa>lah ialah proses 
penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashi>l dalam tuntutan 
dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun 
pekerjaan. 
f. Menurut Imam Taqiy al-Din bahwa yang dimaksud dengan al-kafa>lah 
adalah: 
 “Mengumpulkan satu beban kepada beban lain”.6 




 Ibid., 189. 


































g. Menurut Hasbi Ash Shidiqi bahwa yang dimaksud dengan al-kafa>lah 
ialah: 
 “Menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan”.7 
Setelah diketahui definisi-definisi al-kafa>lah atau al-d}aman menurut 
para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
dengan al-kafa>lah atau al-d}aman ialah menggabungkan dua beban 
(tanggungan) dalam permintaan dan utang.
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“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit 
dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-
sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka 
tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah 

























“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa 
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 













ؤُم   مِرا
َ
غ(دوادوبا هاور)  








 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 216. 
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“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah 
membayar.” (Riwayat Abu Dawud)11 
3. Syarat dan Rukun Kafa>lah 
Menurut Madzhab Hanafi bahwa rukun al-kafa>lah adalah satu, yaitu 
ijab dan kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya bahwa 
rukun dan syarat al-kafa>lah adalah sebagai berikut: 
a. D}amin, Kafil atau Za’im, yaitu orang yang menjamin di mana ia 
disyaratkan: 
1) Sudah baligh. 
2) Berakal. 
3) Tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur). 
4) Dilakukan dengan kehendaknya sendiri. 
b. Madmun lah, yaitu orang yang berpiutang, disebut juga dengan 
makful lah. Syaratnya: 
1) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 
2) Dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal 
tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
 12
 
c. Madmun ‘anhu atau makful ‘anhu atau Ashi>l adalah orang yang 
berutang. Syaratnya: 
1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin. 
2) Dikenal oleh penjamin.13 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., 190. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., 191. 
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 Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000. 


































d. Madmun bih atau makful bih adalah utang, barang atau orang, 
disyaratkan: 
1) Dapat diketahui barang atau orangnya. 
2) Tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. 
e. Lafadh, disyaratkan: 
1) Keadaan lafadh itu berarti menjamin. 
2) Tidak digantungkan kepada sesuatu. 
3) Tidak berarti sementara.14 
4. Macam-macam Kafa>lah 
Dalam praktik, kafa>lah terdiri dari beberapa macam yang 
disebutkan oleh Firdaus at al., di bawah ini: 
a. Kafa>lah jiwa (bi al-nafs), yaitu akad memberikan jaminan atas diri. 
Sebagai contoh dalam praktik perbankan untuk bentuk kafa>lah bin 
nafsi adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan 
jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka 
masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang 
apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan 
pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mendapatkan kesulitan. 
b. Kafa>lah kebendaan (bi al-ma>l), yaitu jaminan pembayaran barang 
atau pelunasan utang. 
c. Kafa>lah pengambilan barang sewa (bi at-taslim), yaitu jenis kafa>lah 
ini biasa untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada 
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waktu sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat 
dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam 
bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (leasing company). 
Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, 
dan bank dapat membebankan uang jasa/fee kepada nasabah itu. 
d. Kafa>lah pinjaman mutlak (al-munjazah), yaitu jaminan mutlak yang 
dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. 
Salah satu bentuk kafa>lah al-munjazah adalah pemberian jaminan 
dalam bentuk performance bonds (jaminan prestasi), suatu hal yang 
lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad 
ini. 
e. Kafa>lah ketergantungan (al-mu’allaqah), yaitu penyederhanaan dari 
kafa>lah al-munjazah baik oleh industri perbankan maupun asuransi. 
Imam Syafi’i mengemukakan macam-macam kafa>lah sebagaimana 
diungkapkan oleh Sabiq bahwa menurut mahzab Syafi’i, bila 
Ashi>l/Makful ‘Anhu meninggal dunia maka kafil tidak wajib membayar 
kewajibannya karena tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya 
dan kafil dinyatakan bebas tanggung jawab. 
Kafa>lah yang kedua ialah kafa>lah harta, yaitu kewajiban yang mesti 
ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) 
berupa harta. Kafa>lah harta ada tiga macam. 
a. Kafa>lah bi at-dayin, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi 
beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi saw. 


































tidak mau menyalatkan mayat yang mempunyai kewajiban 
membayar hutang, kemudian Qatadah r.a. berkata: “Shalatkanlah 
dia dan saya akan membayar utangnya”, Rasulullah kemudian 
menshalatkannya. Dalam Kafa>lah utang disyaratkan sebagai berikut, 
yaitu: 
1) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya 
transaksi jaminan, seperti utang Qirad}, upah dan mahar, seperti 
seseorang berkata, ”Juallah benda itu kepada A dan aku 
berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, 
sehingga harga penjualan benda tersebut jelas. Sementara Abu 
Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin 
sesuatu yang nilainya belum ditentukan. 
2) Hendaknya barang yang dijamin diketahui, menurut Mazhab 
Syafi’i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin 
barang yang tidak diketahui. Sebab, perbuatan tersebut adalah 
Gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad 
berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang 
tidak diketahui. 
b. Kafa>lah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan 
benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti 
mengembalikan barang yang di ghas}ab dan menyerahkan barang 
jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin untuk 


































Ashi>l, seperti dalam kasus ghas}ab. Namun, bila bukan berbentuk 
jaminan, kafa>lah batal. 
c. Kafa>lah dengan ‘aib, maksudnya bahwa barang yang didapati 
berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu 
yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia (pembawa 
barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti 
jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang 
tersebut adalah barang gadai.
15
 
5. Rusak dan Berakhirnya Kafa>lah 
Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau ghaib, kafil 
berkewajiban menjamin. Dan ia tidak dapat keluar dari kafa>lah, kecuali 
dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari ashil. Atau dengan 
jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk kafil dari 
hutang, atau ia mengundurkan dari kafa>lah. Dia berhak mengundurkan 
diri karena itu persoalan haknya. 
Adapun menjadi hak makful lahu atau orang yang menghutangkan 
memfasakh akad kafa>lah dari pihaknya, sekalipun makful ‘anhu dan 
kafil tidak rela. Karena hak memfasakh ini bukan milik makful ‘anhu 
dan bukan si kafil.16 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 
219. 
16
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma’arif, 
1988), 164. 


































6. Aplikasi Kafa>lah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
Jaminan diperlukan selain sebagai pemenuhan atas ketentuan 
Undang-undang perbankan, juga merupakan salah satu kontra garansi 
atas kemungkinan terjadinya risiko yang harus ditanggung oleh pihak 
bank. Dalam bentuknya jaminan dapat dapat dibagi menjadi dua macam, 
yaitu perorangan atau kebendaan, jaminan perorangan adalah bentuk 
penjaminan dimana hadirnya pihak ketiga sebagai penjamin pemenuhan 
kewajiban-kewajiban penerima biaya terhadap pemberi biaya, sedangkan 
jaminan kebendaan dapat berupa harta dan kekayaan baik benda maupun 
hak kebendaan, secara fisik jaminan juga merupakan pengaman, karena 
sertifikasi tanah yang dijaminkan yang tentu saja akan disimpan dengan 
aman oleh pihak bank, dimana jika nantinya terjadi missal banjir,gempa, 
kebakaran, atau hilang, dsb, maka pihak bank akan bertanggung jawab  
Jaminan menurut prioritasisasinya terbagi menjadi dua, yaitu 
jaminan utama dan jaminan tambahan, pengertian universal dari jaminan 
utama dari pembiayaan adalah kelayakan usahanya sendiri, kelayakan 
usaha pada umumnya dinilai berdasarkan cashflow dari sebuah kegiatan 
usaha biasanya dilihat dari Debt Repayment Capacity (DRC), yaitu 
kemampuan membayar kewajiban lainnya, sedangkan jaminan tambahan 
adalah ketika bank menilai cashflow nasabah adalah kurang, maka bank 
akan memperhatikan aspek lain seperti yang tertuang dalam teori 5C 
(5C (character, condition, capacity, capital, dan collateral).  


































Pada umumnya untuk seluruh jenis pembiayaan, jaminan tambahan 
itu dapat berupa benda bergerak seperti sepeda motor, mobil dan benda 
tidak bergerak seperti rumah, bangunan lainnya dan tanah, tentunya 
tidak semua jenis dari kriteria barang tersebut dapat dijadikan jaminan, 
sudah pasti akan dilakukan tinjauan likuiditas dari barang jaminan 
tersebut, dalam menilai jaminan tambahan pihak bank menggunakan 
pendekatan Nilai Pasar Wajar (NPW) yang bisaa di hitung dengan (Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai likuidasi (NL) yang bisaanya dihitung 
berdasarkan presentasi tertentu dari NPW, jika terpaksa harus 
menggunakan jaminan sebagai pelunasan, juga bukan berarti seluruh 
nilai jaminan digunakan sebagai pelunasannya, hanya terbatas sisa 
pinjaman yang belum dibayar, jika masih tersisa maka bank akan 
mengembalikan nilainya kepada nasabah.  
Sedangkan untuk jenis-jenis kontrak yang diaplikasikan dengan 
akad kafa>lah, tidak hanya sekedar penjaminan ketika melakukan 
pembiayaan saja, tapi juga pada bentuk produk lain, misal untuk 
penggunaan L/C, Syariah Card, Bank Garansi dimana bank bertindak 
sebagai penjamin dan mendapatkan ujrah atas itu yang tentu saja 
disebabkan adanya tanggung jawab dan beban biaya kerja yang harus di 
keluarkan, terlepas dari peran bank sebagai lembaga keuangan, akad 
kafa>lah juga di gunakan oleh biadng usaha asuransi syariah, dimana 
pihak asuransi bertindak sebagai penjamin. 



































Seperti yang digambarkan oleh skema diatas dimana ada 3 pelaku 
yang terlibat, penjamin, penjual dan pembeli, kemudian ada 3 jenis alur 
transaksi yang dapat terjadi,yaitu :  
1. Penjamin yang menjaminkan suatu transaksi antara Pembeli dan 
Penjual, sehingga; 
2. Penjual menerima transaksi tersebut dan metransaksikan baang yang 
ia jual kepada pembeli,kemudian; 
3. Pada tahap ini adalah dimana ketika pembeli tidak hanya dijaminkan 
oleh pihak ketiga tetapi juga pembeli menggunakan harta miliknya 
untuk jaminan, baik secara langsung untuk menjadikan Penjual 
menerima dua jaminan,atau barang milik Pembeli juga dijaminkan 
kepada Penjamin agar Penjamin percaya bahwa Pembeli tidak main-
main dalam melakukan transaksi.  
Pengaplikasian akad kafa>lah pada skema L/C, Bank Garansi maupun 
Kartu Kredit Syariah pada dasarnya sama saja, bank sama-sama 
berfungsi sebagai penjamin, dan itu juga berlaku di lembaga keuangan 
bukan bank seperti asuransi syariah, dimana pihak asuransi adalah 


































menjadi penjamin bagi nasabah yang telah membayar premi terhadap-
apa-apa perihal yang diasuransikan oleh nasabah.
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7. Upah (ujrah) atas Jasa Kafa>lah 
Akad kafa>lah atau d}aman atau hamalah (jaminan) merupakan salah 
satu akad dalam fiqh muamalah yang banyak digunakan dalam produk 
dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti dalam akad Letter 
of Credit (L/C), ekspor/impor syariah, dalam akad Syariah Card, 
pembiayaan multijasa dan penjaminan syariah. 
Pada dasarnya akad kafa>lah adalah transaksi yang dibolehkan. Akan 
tetapi bilamana kafa>lah disertakan dengan ujrah (fee) maka akad ini 
berubah menjadi akad yang tidak dibolehkan. Kafa>lah adalah akad 
penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga 
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 
‘anhu). 
Pendapat para fuqaha dalam mazhab Syafi’i sama dengan pendapat 
ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu: bila imbalan disebutkan dalam akad 
maka imbalan dan akad kafa>lah tidak sah, tapi bila tidak disyaratkan dan 
diberikan dengan sukarela maka akad kafa>lah-nya sah namun 
imbalannya tidak sah. 
“Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan 
dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak 
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 Rezki Syahri Rakhmadi, “Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan 
Syariah”, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam ISSN:2088-6365, Vol. 3, No. 1 (2013), 16. 


































dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad kafa>lah yang 
terdapat persyaratan imbalan tidak sah”. 18 
B. Penjaminan Syariah 
1. Pengertian Penjaminan Syariah 
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan 
kewajiban finansial Terjamin yang berdasarkan Prinsip Syariah.
19
 
Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau 
pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia. Akad yang dapat digunakan dalam Penjaminan 
Syariah adalah Kafa>lah bil ujrah dengan ketentuan: 
a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari: 
1) Kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah; 
2) Hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip Syariah. 
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 
c. Besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. 
d. Kafa>lah bil ujrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan 
secara sepihak. 
Adapun mengenai ketentuan dan batasan (Dhawabith wa Hudud) 
Penjaminan Syariah adalah sebagai berikut: 
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 BMT Da>russala>m Seruyan, “Aqad Halal Menjadi Haram”, dalam 
http://bmtdsseruyan.blogspot.co.id/2013/03/aqad-halal-menjadi-haram.html (diakses pada tanggal 
04 September pukul 05.40) 
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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.05/2014 Pasal 1 Ayat 1. 


































a. Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin 
transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan syariah. 
b. Pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi 
pada waktunya. 
c. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. 
d. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh bank syariah, maka bank 
dapat meminta jaminan secara keseluruhan, sebagian, atau 
menggunakan wa’ad line facility. 
e. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, 
maka pembayaran klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana 
tabarru’ karena bukan kegiatan asuransi syariah. 
f. Dalam hal terjadi pembayaran klaim penjaminan, maka pihak 
penjamin berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar 
pembayaran klaim atau melepaskan haknya. 
g. Tidak boleh memperjualbelikan hak tagih yang timbul dari poin f. 
h. Penjaminan pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil 
hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (ra’sul maal). 
i. Penjaminan syariah boleh dilakukan oleh bank syariah, asuransi 
syariah, lembaga penjaminan syariah, dan LKS lainnya. 
j. Penjaminan dapat dilakukan -antara lain- atas: kemampuan bayar, 
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C. Sharia Compliance 
1. Pengertian Sharia Compliance 
Kepatuhan syariah (sharia compliance) diartikan sebagai “sebuah 
kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan 
dengan syariah” atau “kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi 
keuangan Islam dengan Syariah Islamiah sebagaimana yang telah 
dinyatakan oleh fatwa yang disepakati” atau “bersandarnya dari 
keseluruhan aktifitas dalam institusi keuangan Islam terhadap Syariah 
Islamiah”. Definisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah adalah 
sebuah kondisi dimana secara keseluruhan aspek dari perbankan syariah 
secara penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-
prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah salah satu diantara sekian 
banyak isu yang paling utama terkait perbankan syariah. Secara sekilas, 
kepatuhan syariah seolah-olah muncul menjadi sebuah beban tambahan 
bagi perbankan syariah. Mengapa demikian? Karena di satu sisi, bank 
syariah menjadi objek dari pengawasan terhadap aspek kehati-hatian 
perbankan (prudential supervisory), sebagaimana yang diterapkan 
terhadap bank konvensional. Sedangkan di sisi lain bank syariah juga 




Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 
tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, bahwa yang 
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dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang 
mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip 
syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
22
 
 Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (sharia compliance) 
dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan 
tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain 
yang terkait”.23  Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa sharia 
compliance adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk 
menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.
24
 Hal itu 
berarti sharia compliance sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak 
bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. 
Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara 
operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan 
syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.
25
 
Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, 
dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (sharia compliance) 
merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan 
syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN 
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MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan 
prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank 
syariah. Selain itu, kepatuhan syariah juga merupakan sebuah aspek 
legal/hukum yang secara inheren melekat dalam sebuah bisnis perbankan 
syariah atau perbankan konvensional yang membuka layanan perbankan 
syariah (syariah window).26 
2. Ketentuan Kepatuhan Syariah 
Jaminan kepatuhan syariah (sharia compliance assurance) atas 
keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting 
bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan 
sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam 
lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut
27
: 
a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan 
penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan 
syariah yang berlaku. 
b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan 
dan prinsip-prinsip syariah. 
c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar 
sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. 
d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. 
e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. 
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f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah 
atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah. 




Berkaitan dengan penjaminan syariah, ketentuan yang dapat 
dijadikan ukuran untuk menilai kepatuhan syariah antara lain sebagai 
berikut: 
a. Memenuhi prinsip-prinsip: 
1) Keadilan ('adl) 
2) Dapat dipercaya (amanah) 
3) Keseimbangan (tawazun) 
4) Kemaslahatan (maslahah), dan 
5) Keuniversalan (syumul). 
b. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti: 
1) Ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar) 
2) Perjudian (maysir) 
3) Bunga (riba) 
4) Penganiayaan (zhulum) 
5) Suap (risywah) 
6) Maksiat, dan 
7) Obyek haram.29 
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c. Perjanjian Penjaminan dengan Prinsip Syariah wajib menggunakan 
akad kafa>lah bil ujrah. 
d. Akad kafa>lah bil ujrah sebagaimana dimaksud paling sedikit 
memuat: 
1) Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari : 
a) Kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah; 
dan 
b) hal lain yang dapat dijamin berdasarkan Prinsip Syariah. 
2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 
3) Besaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau dalam penjaminan 
syariah disebut dengan IJK (Imbal Jasa Kafa>lah) harus 
ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. 




3. Mekanisme Kepatuhan Syariah 
Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan 
syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan 
akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep 
sharia review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan 
terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal sharia review bank 
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syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah 
untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip 
syariah yang telah ditentukan.
31
 
Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut 
memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan 
suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai 
dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah 
terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah 
ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua 
fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui sharia riview, 
dan internal audit melalui internal sharia riview. Oleh karena itu, untuk 
memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-
prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal 
independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu 
DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN 
pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh 
Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. 
Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit 
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4. Peran Dewan Pengawas Syariah 
Standar utama kepatuhan syariah bagi DPS dalam tataran praktis 
adalah fatwa DSN yang besifat mengikat bagi DPS di setiap bank 
syariah. DPS menjadi dasar tindakan bagi DPS di setiap bank syariah 
dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait.
33
 
DPS sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. 
Yang membedakan adalah kepentingan komisaris dalam melakukan 
fungsinya, yaitu memastikan bank selalu menghasilkan keuntungan 
ekonomis, sedangkan kepentingan DPS semata-mata hanya untuk 
menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik perbankan. Oleh karena 
itu, kedudukan DPS dan komisaris sebenarnya mempunyai potensi besar 
melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian ajaran 
Islam walaupun itu bisa membuat perusahaan kehilangan keuntungan. 
Sedangkan di sisi lain, komisaris harus berpihak pada keuntungan 
walaupun harus menyimpang dari syariah.
34
 
Perwaatmaja dan S. Antonio yang dikutip Adiran Sutedi 
mengemukakan bahwa anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah, 
yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup 
terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Sehingga untuk menjamin 
kebebasan mengeluarkan bagi pendapat DPS, maka harus 
memperhatikan hal-hal berikut ini
35
:  
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a. Mereka bukan staf bank, dalam arti tidak tunduk di bawah 
kekuasaan administrasi. 
b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS. 
d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu.  
Secara umum terdapat tiga macam aktivitas DPS dalam 
menjalankan tugas pengawasan syariah, yaitu: 
Pertama, Ex ante auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah 
dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang 
diambil oleh bank. Hal itu dilakukan dengan cara melakakan review 
terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review 
terhadap semua jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah 
dengan semua pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah 
bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah. 
Kedua, Ex post auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah 
dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) 
dan laporan keuangan bank Syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah 
untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah 
yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 
Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas 
pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam 
membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan 
ini adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang 


































berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar 
secara benar oleh manajemen bank syariah.
36
 
Sementara itu menurut Agustianto, setidaknya ada delapan tugas 
DPS. Delapan tugas DPS tersebut antara lain: 
1. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan 
dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan 
fatwa. 
2. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan 
tidak adanya fitur yang melangar syariah 
3. DPS menganalisa segala situasi yang  belum pernah terjadi 
sebelumnya yang tidak didasari fatwa di   transaksi perbankan untuk 
memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah. 
4. DPS  menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai 
transaksi-transaksi di bank syariah  untuk memastikan kepatuhan 
kepada syariah. 
5. DPS  memastikan  koreksi  pelanggaran dengan segera (jika ada) 
untuk mematuhi Syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus 
mengkoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan 
dengan prinsip syariah. 
6. DPS  memberikan supervise untuk program pelatihan syariah bagi 
staff Bank Islam. 
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7. DPS  menyusun sebuah laporan tahunan tentang  neraca bank 
syariah  tentang kepatuhannya kepada syariah.. Dengan pernyataan 
ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan 
perbankan syariah. 
8. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan 




Agustianto juga mengungkapkan bahwa semakin meluasnya 
jaringan perbankan dan keuangan syariah, maka DPS harus lebih 
meningkatkan perannya secara aktif. Dalam perkembangannya, selama 
ini masih banyak DPS tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan 
pengawasan terkait aspek kesyariahan. 
Menurut Agustianto, seorang DPS seharusnya adalah sarjana 
(ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di 
bidang hukum, ekonomi, dan sistem perbankan, khussunya bidang 
hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, 
maka bank-bank Syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, 
perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga mengangkat 
DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di 
bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal 
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PRODUK PENJAMINAN KAFA>LAH  PEMBIAYAAN TAJIR PLUS 
DI PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH KPS SURABAYA 
 
A. Profil Singkat PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
1. Sejarah Berdirinya PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan anak 
perusahaan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, yang bergerak 
dibidang penjaminan pembiayaan dan usaha lainnya yang berbasis 
syariah. Meliputi pembiayaan untuk sektor mikro, kecil, menengah, dan 
komersial yang berbasis syariah untuk tujuan produktif, konsumtif 
maupun project financing (komersial), baik yang bersifat cash maupun 
non-cash. 
Sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan syariah (full fledge) 
pertama di Indonesia, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah turut 
serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah 
di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya penyelenggara 
usaha di bidang Penjaminan dengan prinsip syariah serta optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang 
bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik. 
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berdiri sejak tahun 2012 
sesuai dengan akta pendiriannya No. 45, tanggal 29 November 2012 

































oleh Notaris Hadijah, SH., Mkn. Selain itu, PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah didirikan atas Keputusan Menteri Keuangan 
(BAPEPAM-LK) Nomor: KEP-777/KM-10/2010 tentang pemberian izin 
usaha perusahaan penjaminan kepada PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah. Serta telah mendapatkan Surat Pernyataan 
Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI, Nomor: B-
011/DSN-MUI/I/2012. Perusahaan Askrindo Syariah bergerak dalam 
bidang usaha penjaminan pembiayaan berbasis syariah yang pertama di 
Indonesia mendapatkan Rekor MURI, dengan layanan produk 
penjaminan (Kafa>lah) seperti : Kafa>lah Pembiayaan, Kafa>lah Transaksi 
Perdagangan, Kafa>lah Bank Garansi dan Surety.1 
2. Visi dan Misi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
a. Visi 
Menjadi perusahaan penjamin pembiayaan berbasis syariah yang 
terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan 
berperan dalam pasar global. 
b. Misi 
1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional 
khususnya yang berbasis syariah. 
2) Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku 
kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah. 
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3) Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan 
mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan 
perlindungan finansial kepada para pihak terkait. 
4) Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara 
berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
5) Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi 
nilai-nilai profesionalisme dan integritas. 
3. Produk-produk PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
a. Kafa>lah Pembiayaan Muwazoff Setor Aktif (Non-Payroll) 
Produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk 
melindungi kepentingan bank (Makful lahu) selaku pemberi 
pembiayaan/ pinjaman untuk keperluan multi manfaat/guna kepada 
debitur (Makful anhu) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali 
pembiayaan yang disalurkan dikarenakan : 
1) Wanprestasi 
2) Meninggal dunia. 
b. Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus 
Produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk 
melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 
pembiayaan/pinjaman kepada Debitur (Makful anhu) sebagai 
pelaku/pemilik usaha guna keperluan produktif, atas risiko-risiko 
tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan 
dikarenakan : 


































2) Gangguan Usaha, yang disebabkan karena kebakaran dan atau 
banjir atas tempat usaha peserta yang menjadi objek pembiayaan 
maupun lingkungan sekitarnya 
3) Meninggal dunia. 
c. Kafa>lah Pembiayaan Pensiunan 
Produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk 
melindungi kepentingan bank (Makful lahu) selaku pemberi 
pembiayaan/pinjaman kepada debitur (Makful anhu) selaku 
pensiunan dengan usia jatuh tempo maksimal 75 tahun atas risiko-
risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan 
dikarenakan: 
1) Wanprestasi 
2) Meninggal dunia. 
d. Kafa>lah Pembiayaan Pemilikan Rumah 
Produk penjaminan pembiayaan syariah untuk pemilikan 
rumah/rukan/ruko/apartemen baik dalam kondisi baru atau 
secondary, yang dirancang untuk melindungi kepentingan bank 
(Makful lahu) selaku pemberi pembiayaan kepada debitur (Makful 
anhu) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang 
disalurkan dikarenakan: 
1) Wanprestasi. 
2) Meninggal dunia. 

































3) Kebakaran, yaitu bangunan Makful anhu yang menjadi obyek 
pembiayaan terkena kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat 
terbang, dan asap sebagaiman yang dimaksud dalam PSAKI 
(Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia). 
e. Kafa>lah Pembiayaan Pendidikan 
Produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk 
melindungi kepentingan bank (Makful lahu) selaku pemberi 
pembiayaan/pinjaman untuk kebutuhan uang masuk sekolah, 
perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya kepada debitur 
(Makful anhu) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali 
pembiayaan yang disalurkan dikarenakan: 
1) Wanprestasi 
2) Meninggal dunia. 
3) Pemutusan Hubungan Kerja (khusus Golbertap). 
f. Kafa>lah Pembiayaan Kepemilikan Emas 
Produk penjaminan pembiayaan syariah untuk pembelian 
barang berupa emas batangan/lantakan atau perhiasan yang 
dirancang untuk melindungi kepentingan bank (Makful lahu) selaku 
pemberi pembiayaan/pinjaman kepada debitur (Makful anhu) atas 
risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan 
dikarenakan oleh wanprestasi. 
 
 

































g. Kafa>lah Pembiayaan Project 
Produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk 
melindungi kepentingan bank (Makful lahu) selaku pemberi 
pembiayaan/pinjaman kepada debitur (Makful anhu) selaku badan 
usaha untuk keperluan modal kerja/ investasi pelaksanaan proyek 
usaha (SPK) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali 
pembiayaan yang disalurkan dikarenakan oleh wanprestasi. 
h. Kafa>lah Pembiayaan Bank Garansi 
Produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk 
melindungi kepentingan bank (Makful lahu) atas Ta’widh Bank 
Garansi yang diajukan oleh Obligee melalui Makful lahu, 
dikarenakan Principal wanprestasi. 
i. Kafa>lah Pembiayaan Anjak Piutang 
Produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk 
melindungi kepentingan bank (Makful lahu) dan Seller yang timbul 
atas transaksi Perdagangan Pembiayaan (barang/jasa) dari seller 
kepada Makful anhu berdasarkan kontrak tertentu. 
j. Kafa>lah Pembiayaan Surety Bond 
Produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk 
memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam 

































melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pokok antara 
Principal  dan Obligee2. 
4. Gambaran Singkat Kepegawaian PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah KPS Surabaya 
Dalam pelaksanakan aktivitas operasional sehari-hari, PT Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya di dukung karyawan-
karyawan yang kompeten di berbagai posisi, antara lain : 
Pemimpin Cabang     : Rihandy 
Bidang Administrasi dan Operasional : a. Ima Mufidya 
b. Yonindya 
Bidang Keuangan    : Achmad Fauzi 
Bidang Analis    : Ulum 
Deskripsi tugas dari masing-masing posisi tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemimpin cabang bertugas sebagai manajerial Kantor Pemasaran 
Syariah (KPS). 
b. Bidang Administrasi dan Operasional bertugas 1) Memahami dan 
menjelaskan mengenai produk-produk yang ada pada PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah; 2) Membuat Sertifikat Kafa>lah dan 
Nota Penawaran yang nantinya akan dikirimkan pada mitra melalui 
POS; dan 3) Menangani pengajuan penjaminan dan pengajuan 
klaim/ta’widh. 
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c. Bidang Keuangan bertugas 1) Mendata nilai ujrah dan komisi dari 
masing-masing mitra per bulan; 2) Membuat jurnal rekonsiliasi 
(jurnal tentang pembayaran ujrah dari masing-masing mitra yang 
datanya diambil dari rekening koran); 3) Membuat laporan 
pelunasan piutang produksi (LPP) bulanan dari masing-masing 
mitra; 4) Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) operasional 
perusahaan; dan 5) Membuat laporan transaksi arus kas perusahaan. 
d. Bidang Analis bertugas 1) Menganalisis kembali pengajuan 
penjaminan yang diajukan mitra untuk nasabah sesuai dengan 
persyaratan yang dibuat oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah. Analisis tersebut dinamakan Memorandum yang nantinya 
akan diberikan kepada Kepala KPS untuk disetujui; dan 2) 
Membuat Surat Penawaran/Akseptasi Penjaminan Pembiayaan. Jika 
telah disetujui oleh kepala KPS, maka analis akan membuat surat 
penawaran yang nantinya akan diberikan kepada kepala KC (Kantor 
Cabang). 
B. Aplikasi Produk Penjaminan Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus 
1. Mekanisme Produk Penjaminan Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus 
Produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus merupakan 
produk standar yang dimiliki oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah. Produk tersebut digunakan untuk menjamin pembiayaan 
produktif yang diajukan oleh nasabah bank syariah. Pembiayaan 
produktif tersebut dapat berupa pembiayaan kecil, mikro maupun 

































menengah dengan jangka waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh 
pihak bank syariah. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu 
untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun 
investasi. 
Dalam hal penjaminan pembiayaan tersebut, PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah telah menandatangani Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) dengan beberapa bank Syariah di Indonesia, antara lain 
Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat, 
Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, Unit Usaha Syariah Bank 
Jateng, Unit Usaha Syariah Bank Jatim, Unit Usaha Syariah Bank 
Sumsel Babel, Unit Usaha Syariah Bank Kalsel, dan beberapa Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia
3
. Produk penjaminan kafa>lah 
pembiayaan tajir plus yang ada saat ini merupakan penyempurnaan dari 
produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus yang lalu karena 
banyak mitra yang membuat produk dari turunan produk tajir plus milik 
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang dari segi manfaat 
maupun tarifnya tidak sesuai dengan yang ada pada produk tajir plus PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Oleh sebab itu, pihak PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menyempurnakan kembali 
produk tajir plus yang telah disesuaikan dengan keinginan para mitra 
tersebut. 
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 Laporan Tahunan 2015 PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 8. 

































Produk-produk penjaminan pembiayaan yang ada di PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah menggunakan akad kafa>lah bil ujrah, 
sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perusahaan Pembiayaan. Ujrah adalah sejumlah uang yang 
diterima oleh kafil atas kafa>lah pembiayaan yang diberikan oleh kafil 
kepada makful lahu 4 . Dalam menentukan besarnya nilai ujrah yang 
dikenakan pada nasabah dari masing-masing bank, terdapat suatu divisi 
yang dinamakan Departemen Aktuaria. Departemen Aktuaria adalah 
penyusun tarif ujrah, yang dalam praktek yang ada di PT. Jaminan 
Pembiayaan Akrindo Syariah dinamakan IJK (Imbal Jasa Kafa>lah) 
berdasarkan risiko yang dihitung dari coverage risiko. 
“IJK diukur dari tiring/coverage risiko, yaitu seberapa besar risiko 
yang akan kita jamin. Penentuan besar atau kecilnya nilai ujrah 
ditentukan oleh besar atau kecilnya risiko yang ada pada bank 
tersebut”5. 
Untuk melihat seberapa besar risiko dari pihak perbankan, maka 
dibutuhkan penilaian NPF (Non Performing Financing). 
“Jika dilihat nilai NPF dari bank syariah tersebut besar, hal tersebut 
menyatakan bahwa semakin besar pula risiko yang akan ditanggung 
nantinya, maka nilai IJK yang dikenakan pada nasabah juga lebih 
tinggi”6. 
                                                             
4
 Akad Kerjasama Turunan antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus Pasal 1 ayat 15. 
5
 Rihandy, Wawancara, Surabaya, 03 Oktober 2017. 
6
 Ibid. 

































Terkait dengan ketentuan minimal dan maksimal dari penentuan 
jumlah IJK oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tidak ada peraturan 
secara tertulis yang menyatakan mengenai aturan tersebut. Nilai IJK 
bebas ditentukan oleh pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
dengan syarat sesuai dengan risiko masing-masing bank syariah yang 
sudah di hitung oleh pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
sesaat sebelum melakukan perjanjian kerjasama. 
“Ketentuan pembayaran IJK/ujrah dalam surat Perjanjian Kerja 
Sama seharusnya dibayarkan semua di awal saat pengajuan 
penjaminan, namun pada prakteknya ujrah tersebut dibayarkan 
setelah diterbitkannya covernote atau sertifikat kafa>lah oleh PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Covernote atau sertifikat 
kafa>lah tersebut nantinya akan diberi stempel oleh pihak PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan nantinya akan 
dikirimkan pada mitra. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pengajuan 
penjaminan yang diajukan oleh mitra tersebut telah disetujui oleh 
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
7
. 
Terkait dengan ketentuan plafond pembiayaan yang dapat diberikan 
oleh makful lahu kepada calon makful anhu, telah ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Plafond pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah 
adalah maksimal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
b. Jangka waktu pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha 
menengah tidak melebihi 5 (lima) tahun. 
c. Agunan dan pengikatan: 
1) Agunan pokok adalah kelayakan usaha dan objek yang dibiayai. 
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 Ibid. 

































2) Agunan tambahan adalah sesuai dengan ketentuan pada pihak 
makful lahu. 
3) Dalam hal diperlukan pengikatan maka sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di makful lahu. 
Dalam hal terjadi perubahan, penggantian pengembalian agunan 
di bawah ketentuan makful lahu, maka makful lahu wajib 
melaporkan kepada kafil8. 
Kafa>lah pembiayaan yang diberikan oleh kafil kepada tertanggung 
berdasarkan akad ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang 
disalurkan telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan usaha mikro, 
usaha kecil dan usaha menengah yang berlaku pada makful lahu. 
b. Data dan keterangan tentang makful anhu dan/atau usaha makful 
anhu yang disampaikan kepada kafil telah lengkap sesuai form 
terlampir. 
c. Ujrah telah dibayar lunas dimuka sekaligus untuk seluruh jangka 
waktu kafa>lah dibuktikan dengan copy bukti transfer pembayaran 
yang dilampirkan pada formulir pengajuan permintaan kafa>lah9. 
Terkait dengan risiko-risiko yang ditanggung oleh pihak PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, kafil wajib memberikan 
penggantian sebesar nilai ta’widh kepada makful lahu bilamana risiko 
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 Akad Kerjasama Turunan antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ... Pasal 5. 
9
 Akad Kerjasama Turunan antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ... Pasal 8. 

































kerugian yang diderita oleh makful lahu disebabkan oleh salah satu dari 
hal-hal berikut: 
a. Makful anhu tidak dapat melunasi kewajiban pembiayaan pada saat 
pembiayaan jatuh tempo atau pembiayaan telah memenuhi 
persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan 
Bank Indonesia. 
b. Dalam hal pembiayaan telah masuk dalam kolektibilitas 4 
(diragukan), kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas, maka 
Risiko Kerugian Yang Dijamin ditetapkan sejak kolektibilitas 4 
(diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu 
kafa>lah pembiayaan. 
c. Makful anhu meninggal dunia. 
d. Makful anhu mengalami risiko tertundanya pembayaran angsuran 
yang diakibatkan oleh terganggunya usaha makful anhu yang 
disebabkan karena kebakaran dan atau banjir atas tempat usaha 




Sementara itu, kafil tidak menanggung risiko kerugian tersebut 
disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut: 
a. Makful lahu dalam memberikan pembiayaan kepada makful anhu 
tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku pada 
makful lahu. 
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 Akad Kerjasama Turunan antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ... Pasal 9. 

































b. Makful lahu tidak melaksanakan pemberian pembiayaan sesuai 
ketentuan dan persyaratan pedoman manual pembiayaan makful 
lahu. 
c. Makful lahu tidak melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang 
telah diatur dalam akad ini
11
. 
Terkait dengan penetapan biaya kafa>lah yang dikenakan pada 
makful lahu, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah 
menetapkan ketentuan perhitungannya sebagai berikut: 
a. Biaya kafa>lah terdiri dari ujrah, biaya administrasi, dan bea Materai 
(sesuai ketentuan). 
b. Besarnya ujrah beserta biaya administrasi dan bea materai 
ditetapkan oleh kafil dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali 
sesuai dengan perkembangan pasar dengan terlebih dahulu kafil 
memberitahukan kepada makful lahu atas perubahan tersebut 
minima 1 (satu) bulan sebelum berlakunya tarif ujrah yang baru. 
c. Besarnya biaya kafa>lah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif 
ujrah dengan plafond pembiayaan. 
d. Biaya kafa>lah dibayarkan sekaligus dimuka untuk seluruh jangka 
waktu kafa>lah kepada kafil, dengan dibuktikan copy bukti transfer 
pembayaran ujrah yang dilampirkan pada formulir permintaan 
kafa>lah kepada kafil. 
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 Akad Kerjasama Turunan antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ... Pasal 10. 

































e. Perhitungan besarnya tarif ujrah beserta biaya lainnya juga berlaku 
untuk perpanjangan jangka waktu pertanggungan, dan/atau 
tambahan plafond pembiayaan (suplesi)
12
. 
2. Tahap-tahap Penjaminan Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus 
Dalam tahapan penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus, diawali 
dengan adanya perjanjian pembiayaan dari pihak makful lahu (dalam hal 
ini adalah bank syariah) dengan pihak makful anhu (nasabah bank 
syariah tersebut). Biasanya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah 
merupakan pembiayaan mikro yang digunakan guna membantu 
perkembangan usaha nasabah. Kemudian makful lahu mengajukan 
penjaminan kepada pihak kafil, yaitu PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan penjaminan kafa>lah 
pembiayaan tajir plus sebagai berikut: 
a. Kafa>lah pembiayaan dilaksanakan secara otomatis bersyarat 
(conditional automatic cover), makful lahu harus mengajukan 
permintaan kafa>lah kepada kafil terhadap pembiayaan yang telah 
diberikan kepada makful anhu dengan memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Plafond pembiayaan untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha 
menengah adalah maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah). 
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2) Makful lahu harus mengajukan permintaan kafa>lah kepada kafil 
terhadap pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha 
menengah yang telah diberikan kepada makful anhu dengan 
form terlampir secara periodik setiap bulan, paling lambat pada 
tanggal 15 bulan berikutnya: 
i. Lampiran (I), yaitu Deklarasi Jumlah Kafa>lah untuk 
pembiayaan baru dan existing. 
ii. Lampiran (II), yaitu Deklarasi Jumlah Kafa>lah untuk 
pembiayaan dalam rangka suplesi (tambahan plafond 
dan/atau jangka waktu pembiayaan). 
iii. Lampiran (III), yaitu Deklarasi Jumlah Kafa>lah untuk 
pembiayaan dalam rangka penyelamatan pembiayaan 
(restrukturisasi/reskedul/rekondisi). Pembiayaan tersebut 
sebelumnya telah dijaminkan kepada kafil dan belum 
timbul hak ta’widh. 
b. Berdasarkan pengajuan permintaan kafa>lah, maka kafil akan 
menerbitkan dan menyampaikan sertifikat kafa>lah pembiayaan 
tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 
diterimannya permintaan kafa>lah dari makful lahu. 
c. Makful lahu dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak tanggal diterimanya surat penyerahan sertifikat kafa>lah 
pembiayaan dari kafil: 

































1) Melakukan verifikasi dan memastikan bahwa data yang 
tercantum dalam sertifikat kafa>lah pembiayaan telah sesuai 
dengan data pembiayaan yang diberikan dan data yang 
tercantum dalam Surat Pengajuan Permintaan kafa>lah 
pembiayaan. Dalam hal terdapat perbedaan maka makful lahu 
meminta perbaikan kepada kafil atas perbedaan data tersebut. 
2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
tanggal diterimanya surat permintaan perbaikan makful lahu 
kepada kafil, dimana kafil tidak memberikan jawaban tertulis 
atas perbaikan yang diajukan oleh makful lahu, maka kafil 
dianggap atau dinilai telah memberikan persetujuan tersebut. 
d. Makful lahu menyatakan bahwa seluruh kelengkapan dokumen 
administrasi pembiayaan makful anhu adalah lengkap dan disimpan 
di makful lahu, yang meliputi: 
1) Copy Identitas dan/atau legalitas makful anhu. 
2) Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SPPP)/Offering 
Letter/Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian 
Pembiayaan (SP4). 
3) Akad Pembiayaan atau Surat Pengakuan Hutang dan/atau 
perubahannya (jika ada). 
4) Hasil SID BI untuk pembiayaan. 
e. Makful lahu telah melakukan analisa kelayakan pembiayaan sesuai 
ketentuan penyaluran pembiayaan yang berlaku di makful lahu. 

































f. Copy kelengkapan dokumen administrasi pembiayaan makful anhu 
harus disampaikan secara lengkap kepada kafil pada saat pengajuan 
ta’widh. 
g. Untuk pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah) untuk setiap usaha mikro, usaha kecil dan usaha 
menengah permintaan kafa>lah dilaksanakan secara kasus per kasus 
(case by case) dengan mengajukan Surat Permintaan Kafa>lah 
Pembiayaan menggunakan formulir sesuai Lampiran IV. 
h. Kafil melakukan penilaian kelayakan atas permintaan kafa>lah 
pembiayaan dan keputusan menolak atau menyetujui untuk 
memberikan kafa>lah pembiayaan dilakukan selambat-lambatnya 15 
(lima belas) hari kerja terhitung sejak Surat Permintaan Kafa>lah 
Pembiayaan diterima lengkap oleh kafil. 
i. Dalam hal masih diperlukan informasi/penjelasan serta kelengkapan 
data pendukung lainnya, kafil meminta tambahan data kepada 
makful lahu yang harus dipenuhi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan tambahan data 
kecuali ada pemberitahuan secara tertulis dari makful lahu sebelum 
berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan. 
j. Dalam hal kafil menyetujui memberikan kafa>lah pembiayaan, maka 
kafil menerbitkan Nota Penawaran Kafa>lah Pembiayaan yang 
berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip Kafa>lah (SP2K). 

































k. Dalam hal Nota Penawaran Kafa>lah Pembiayaan telah disetujui, 
makful lahu wajib menandatangani dan menyerahkan kembali 
beserta bukti pembayaran ujrah kepada kafil selambat-lambatnya 
dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan 
Nota Penawaran Kafa>lah Pembiayaan. 
l. Atas dasar Nota Penawaran Kafa>lah Pembiayaan yang telah 
ditandatangani oleh makful lahu, kafil akan menerbitkan Sertifikat 
Kafa>lah Pembiayaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 
terhitung sejak kafil menerima Nota Penawaran Kafa>lah 
Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Makful lahu yang 
dibuktikan dengan tanda terima atau Cap Pos. 
m. Persetujuan Nota Penawaran Kafa>lah Pembiayaan yang telah 
ditandatangani oleh makful lahu dapat dikirimkan kepada kafil 
melalui Faksimile yang diikuti dengan pengiriman Asli Persetujuan 
Nota Penawaran Kafa>lah Pembiayaan13. 
Mengenai hak ta’widh/klaim dari makful lahu kepada kafil hanya 
timbul pada saat Akad Pembiayaan jatuh tempo dan makful anhu tidak 
dapat melunasi kewajiban pengembalian pembiayaan atau pembiayaan 
yang bersangkutan dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan 
Bank Indonesia. Dalam hal pembiayaan telah masuk dalam kolektibilitas 
4 (diragukan) dan sudah diajukan ta’widh, namun terjadi perbaikan 
kolektibilitas pembiayaan sebelum kafil melakukan pembayaran, maka 
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makful lahu harus membatalkan permohonan ta’widh secara tertulis 
kepada kafil tanpa membatalkan hal ta’widh dari makful lahu. 
Jika makful anhu yang mengalami risiko kerugian akibat makful 
anhu meninggal dunia, maka hak ta’widh timbul pada saat tanggal 
makful anhu meninggal dunia. Sedangkan jika makful anhu mengalami 
risiko kerugian akibat terganggunya usaha makful anhu, maka hak 
ta’widh akan timbul pada saat tanggal terganggunya usaha makful 
anhu14. 
Berikut merupakan tata cara dalam pengajuan ta’widh: 
a. Sebelum mengajukan surat ta’widh, makful lahu berkewajiban 
melakukan upaya penyelamatan atau penagihan kepada makful anhu 
sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku pada makful lahu. 
b. Makful lahu mengajukan surat ta’widh dalam waktu paling lambat 3 
(tiga) bulan sejak timbulnya hak ta’widh. 
c. Pengajuan surat ta’widh dapat dilaksanakan setelah timbulnya hak 
ta’widh, yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual 
maupun secara kolektif dengan menggunakan form lampiran VI 
Surat Ta’widh. 
d. Surat ta’widh diajukan makful lahu dengan dokumen sebagai 
berikut yang disahkan oleh makful lahu,yaitu: 
1) Surat Persetujuan Pembiayaan/Offering letter. 
2) Copy kartu identitas (KTP/SIM/Passport). 
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 Akad Kerjasama Turunan antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ... Pasal 14. 

































3) Copy legalitas usaha seperti SKU, SIUP, TDP, NPWP. 
4) Copy Akad Pembiayaan dan perubahannya (jika ada). 
5) Bukti pencairan pembiayaan. 
6) Laporan tunggakan pembiayaan/data posisi terakhir 
pembiayaan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya 
hak ta’widh. 
Selain data/dokumen tersebut diatas, makful lahu wajib 
menyampaikan dokumen tambahan yang sudah disahkan oleh 
makful lahu yaitu: 
a) Apabila makful anhu wanprestasi: 
1) Copy surat tagihan dan surat peringatan/teguran dari 
makful lahu kepada makful anhu atau laporan kunjungan ke 
makful anhu. 
2) SID BI saat pengajuan ta’widh. 
3) SID BI saat pengajuan penjaminan khusus untuk 
pembiayaan existing. 
4) Berita Acara Ta’widh. 
b) Apabila makful anhu terganggu usahanya: 
1) Surat Keterangan dari pihak yang berwenang (kepala desa 
atau kelurahan atau kepolisian setempat) mengenai 
kronologis peristiwa kebakaran dan/atau banjir. 
2) Foto kerusakan atau kejadian atas bangunan tempat usaha 
dan/atau lingkungan sekitar tempat usaha. 

































c) Apabila makful anhu meninggal dunia: 
1) Surat Kematian yang telah dilegalisir dari instansi yang 
berwenang. 
2) Surat keterangan Ahli Waris. 
3) Copy Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga makful anhu 
dan Ahli Waris. 
4) Jika meninggal di rumah sakit maka dibutuhkan keterangan 
kematian dari rumah sakit. 
5) Jika meninggal karena kecelakaan maka dibutuhkan 
keterangan kematian dari kepolisian setempat. 
6) Jika meninggal di luar negeri, maka dibutuhkan Surat 
keterangan kematian dari kedutaan besar Republik 
Indonesia setempat. 
e. Kafil berkewajiban menginformasikan secara tertulis kepada makful 
lahu apabila lampiran-lampiran surat ta’widh belum diterima secara 
lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat 
ta’widh diterima disertai penjelasan batas waktu pemenuhan 
kekurangan lampiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. 
f. Makful lahu harus memenuhi kekurangan lampiran paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat 
pemberitahuan terakhir dari kafil yang dibuktikan dengan tanda 
terima atau buku Agenda Kantor makful lahu. 

































g. Dalam hal jangka waktu yang terlampaui dan makful lahu belum 
memenuhi kekurangan lampiran, maka kafil tidak berkewajiban 
membayar ta’widh. 
h. Dalam hal terjadi ta’widh dari makful lahu dan persyaratan ta’widh 
telah dipenuhi untuk dibayar, sedangkan kafil belum menerima 
ujrah kafa>lah dari makful lahu, maka kafil tidak berkewajiban 
melakukan pembayaran atas tuntutan ta’widh tersebut. 
i. Dalam hal penjualan/pencairan agunan tersebut dilakukan sebelum 
adanya pembayaran ta’widh dari kafil dan nilai penjualan agunan 
dapat mengurangi atau menyelesaikan kewajiban pembiayaan 
makful anhu, maka hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk 
menurunkan hutang pokok pembiayaan dan kewajiban margin dan 
atau denda dari makful anhu yang bersangkutan15. 
j. Besarnya nilai ta’widh untuk pembiayaan yang harus dibayar oleh 
kafil kepada makful lahu adalah sebesar 80% dari baki debet 
ditambah 3 (tiga) kali margin. 
k. Dalam hal makful lahu mengalami risiko kerugian akibat makful 
anhu meninggal dunia, nilai ta’widh untuk pembiayaan yang harus 
dibayar oleh kafil kepada makful lahu adalah maksimum sebesar 
100% (seratus persen) yang dihitung dari baki debet ditambah 3 
(tiga) kali margin. 
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l. Dalam hal makful lahu mengalami risiko kerugian akibat makful 
anhu terganggu usahanya, nilai ta’widh untuk pembiayaan yang 
harus dibayar oleh kafil kepada makful lahu adalah sebagai berikut: 
1) Kerugian akibat kebakaran (lokasi diluar pasar). 
i. Santunan kerugian bangunan tempat usaha adalah sebesar 
30% dari total sisa kewajiban kepada makful lahu, 
maksimum Rp. 10.000.000,- selama periode penjaminan 
(tidak berlaku bila tidak terkena kerugian secara langsung). 
ii. Penggantian untuk gangguan usaha maksimum 6 (enam) 
kali angsuran bulanan selama periode penjaminan. 
Total kedua jumlah penggantian tersebut tidak melebihi total 
Outstanding/kewajiban makful anhu kepada makful lahu. 
2) Kerugian akibat kebakaran (lokasi di pasar). 
Bilamana kerugian terjadi pada makful anhu dengan objek 
pertanggungan berada dilokasi Pasar Tradisional maka 
penggantian asuransi adalah maksimum 6 (enam) kali angsuran 
bulanan selama periode penjaminan dengan akumulasi untuk 
seluruh objek pertanggungan dalam lokasi pasar yang sama 
adalah maksimum Rp. 100.000.000,- (Total jumlah penggantian 
tersebut tidak melebihi total kewajiban makful anhu atau para 
makful anhu pada makful lahu tersebut). 

































3) Kerugian akibat banjir sama dengan sebesar total sisa angsuran 
maksimum 2 (dua) kali angsuran bulanan selama periode 
pinjaman (tenor) atau mana yang lebih kecil. 
m. Bagian dari jumlah kerugian yang tidak diganti oleh kafil 
merupakan risiko sendiri makful lahu16. 
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ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK PENJAMINAN 
KAFA>LAH  PEMBIAYAAN TAJIR PLUS DI PT. JAMINAN PEMBIAYAAN 
ASKRINDO SYARIAH KPS SURABAYA 
 
A. Analisis Sharia Compliance pada Produk Penjaminan Kafa>lah Pembiayaan 
Tajir Plus 
Lembaga penjaminan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan 
non-bank syariah yang bergerak dalam bidang penjaminan pembiayaan yang 
dilakukan oleh bank syariah. Usaha penjaminan tersebut bertujuan untuk:  
a. Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong 
kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha 
mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian 
nasional; 
b. Meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, 
dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada 
sumber pembiayaan; 
c. Mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang 
kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis; 
d. Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi 
dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor; 
e. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan 

































f. Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional1. 
Salah satu lembaga penjaminan syariah yang ada di Indonesia adalah PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yang merupakan lembaga 
penjaminan syariah pertama di Indonesia. Dalam kegiatannya sebagai 
lembaga penjaminan syariah, lembaga tersebut harus memenuhi kepatuhan 
akan prinsip-prinsip syariah yang ada, terutama kesesuaian kegiatan 
penjaminan tersebut dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau 
pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang mengatur tentang penjaminan syariah di 
Indonesia adalah fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009. Selain itu, terdapat 
pula peraturan-peraturan yang melengkapi Fatwa DSN tersebut, diantaranya 
adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0. 06/POJK.05/2014 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan dan UU No. 1 tahun 2016 
tentang Penjaminan. 
Penjaminan Syariah di Indonesia saat ini sangat dibutuhkan mengingat 
begitu besar perkembangan perbankan syariah yang memiliki produk 
pembiayaan syariah bagi nasabahnya, khususnya bagi perbankan syariah 
yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sebelum 
adanya penjaminan syariah, perbankan syariah masih menggunakan 
Lembaga Penjamin Kredit Konvensional, yaitu salah satunya adalah PT. 
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Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah 
menetapkan bahwa akad yang dapat digunakan dalam Penjaminan Syariah 
adalah Kafa>lah bil ujrah dengan ketentuan: 
a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari: 
1) Kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah; 
2) Hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip Syariah. 
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 
c. Besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. 
d. Kafa>lah bil ujrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara 
sepihak. 
Dalam menjalankan kegiatan penjaminan, PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah menggunakan akad Kafa>lah bil ujrah sesuai dengan yang 
ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional, salah satunya adalah dalam produk 
Penjaminan Kafa>lah  Pembiayaan Tajir Plus. Obyek yang dijaminkan pada 
produk tersebut yaitu secara keseluruhan dari nominal pembiayaan yang 
diajukan nasabah kepada bank syariah (plafond pembiayaan maksimal Rp. 
500.000.000,-)
3
. Sebelumnya, pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah dan beberapa bank syariah telah melakukan Perjanjian Kerja Sama 
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 Laporan Tahunan PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia Tahun 2012, 41. 
3
 Akad Kerjasama Turunan antara PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus Pasal 12 ayat 1. 

































(PKS) melalui sebuah rapat yang hasilnya dituangkan dalam Akad 
Kerjasama Turunan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan 
(Nama Bank Syariah) tentang Kafa>lah Pembiayaan Tajir Plus. Akad 
Kerjasama tersebut memuat Ketentuan Pembiayaan yang Dijaminkan, 
Syarat dan Risiko Kerugian yang Dijamin, Tatacara Pelaksanaan Penjaminan, 
Biaya Kafa>lah, Besaran Nilai IJK (Imbal Jasa Kafa>lah), Tatacara serta 
Timbulnya Hak Ta’widh. Akad Kerja Sama tersebut sifatnya mengikat dan 
tidak dapat dirubah oleh sepihak, kecuali jika terdapat perubahan yang 
disepakati oleh kedua belah pihak. 
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad Kafa>lah bil ujrah yang 
ditetapkan pada fatwa DSN tersebut, bisa di katakan bahwa PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. 
Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditekankan kembali mengingat 
salah satu rukun dan syarat makful ‘anhu yaitu dikenal oleh penjamin dan 
sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Karena pada 
praktiknya, pada saat akad pemberian pembiayaan pihak bank syariah tidak 
mengatakan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang ia ajukan akan 
dijaminkan pada lembaga penjaminan pembiayaan syariah, melainkan hanya 
memberi tahukan bahwa akan ada asuransi jiwa dan kebakaran yang 
menjaminnya. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank sebagai makful lahu 
guna menghindari adanya moral hazard, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan 
sifat dan pembawaan manusia yang dapat menambah besarnya kerugian yang 
dilakukan oleh pihak nasabah nantinya. Hal itu juga telah diketahui oleh 

































pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang dalam hal ini 
bertindak sebagai kafil. 
Selain itu, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah juga memenuhi 
ketentuan mengenai akad Kafa>lah yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 06/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga 
Penjaminan, yaitu besaran IJK (Imbal Jasa Kafa>lah) yang harus ditetapkan 
dalam akad. Beberapa ketentuan yang juga dapat digunakan sebagai ukuran 
secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan 
syariah, antara lain sebagai berikut
4
: 
1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran 
dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang 
berlaku. 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, produk Penjaminan Kafa>lah  
Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
KPS Surabaya dikatakan telah memenuhi ketentuan akad yang telah 
ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) pada Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang 
Penjaminan Syariah. Sesuai fatwa tersebut, produk Penjaminan Kafa>lah  
Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
KPS Surabaya menggunakan akad Kafa>lah bil ujrah beserta ketentuan-
ketentuan yang mendasari akad tersebut dalam kegiatan penjaminannya. 
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 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2009), 146. 

































2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan 
prinsip-prinsip syariah. 
Sebuah lembaga penjaminan syariah tentu tidak bisa lepas dari 
kegiatan keuangan syariah yang lainnya, salah satunya adalah zakat. 
Sejak didirikan hingga saat ini, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah setiap tahunnya selalu menyisihkan 2,5% dari laba (rugi) 
sebelum zakat dan pajak
5
. Zakat tersebut langsung disalurkan melalui 
salah satu lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Penyaluran zakat 
tersebut dilakukan oleh kantor pusat. 
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai 
dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. 
Laporan keuangan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
senantiasa mengungkapkan dan menyajikan informasi keuangan yang 
memenuhi Standard Akuntansi Keuangan (SAK) seperti Pernyataan 
Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI) serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam-LK) (sekarang beralih fungsi menjadi Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK)) No. VIII.G.7 (revisi 2012) tentang “Pedoman 
Penyajian Laporan Keuangan”. 
Pada 2015, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menerapkan 
standard baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan dan berlaku 
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 Laporan Tahunan 2015 PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 57. 

































efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015. 
PSAK baru tersebut meliputi:  
a. PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. 
b. PSAK 66 tentang Pengaturan Bersama. 
c. PSAK 67 tentang Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain. 
d. PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar. 
e. PSAK 1 (Revisi 2013) tentang Penyajian Laporan Keuangan. 
f. PSAK 4 (Revisi 2013) tentang Laporan Keuangan Tersendiri. 
g. PSAK 15 (Revisi 2013) tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan 
Ventura Bersama. 
h. PSAK 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja. 
i. PSAK 46 (Revisi 2014) tentang Pajak Penghasilan. 
j. PSAK 48 (Revisi 2014) tentang Penurunan Nilai Aset. 
k. PSAK 50 (Revisi 2014) tentang Instrument Keuangan: Penyajian. 
l. PSAK 55 (Revisi 2014) tentang Instrument Keuangan: Pengakuan 
dan Pengukuran. 
m. PSAK 60 (Revisi 2014) tentang Instrument Keuangan: 
Pengungkapan. 




Penanganan dan pengawasan transaksi serta aktivitas ekonomi  PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dilakukan oleh akuntan publik 
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agar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Berikut 
adalah profil dari akuntan publik PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 
Syariah: 
Nama akuntan : Soejatna, Mulyana & Rekan 
Registered Public Accountants  
Nomor Lisensi : No. KEP-644/KM. 17/1998  
Alamat  : Rukan Taman Meruya, Blok M/78, Jakarta Barat 
  11620, Indonesia  
Telepon  : (021) 5868275 / 5868276 / 5865365  
Faksimili  : (021) 5865365  
Email   : soejatna@bit.net.id 
Selain hal-hal tersebut, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan khusus mengenai keuangan 
syariah untuk para karyawan yang bekerja di bidang keuangan agar 
pelaporan transaksi dan aktivitas ekonomi di tiap KPS (Kantor 
Pemasaran Syariah) sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah yang 
berlaku. 
4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. 
Sebuah lembaga keuangan syariah, baik berupa bank maupun non-
bank selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. 
Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank syariah, PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah wajib untuk memiliki lingkungan kerja 
dan kebudayaan perusahaan yang sesuai dengan syariah. Misalnya dalam 

































hal etika, karyawan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah harus 
memiliki sifat amanah, s{iddiq, profesional (fat{anah), mampu melakukan 
tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional 
organisasi (tabligh) dan skillfull. 
Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan 
merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga 
keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat 
yang terbuka dan tingkah laku yang kasar.
 7
 PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah juga memiliki tata nilai perusahaan yang seharusnya 
di taati oleh seluruh karyawan, yaitu: 
a. Amanah, yaitu Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang hakiki 
dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan berperilaku secara 
terpuji. 
b. Profesional, yaitu Kompeten dan unggul di bidangnya, berdedikasi 
tinggi, kreatif, disiplin, berpikir positif dengan menjunjung tinggi 
etika dan integritas profesi. 




Jika dilihat dari kategori-kategori tersebut, maka PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya telah memenuhi hampir 
semua kategori-kategori mengenai lingkungan kerja yang sesuai dengan 
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 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 
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syariah tersebut. Dikatakan demikian karena dalam hal amanah, 
karyawan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 
masih kurang dalam hal kepercayaan. Misalnya dalam hal pelaporan 
pengeluaran kas, masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa 
yang sebenarnya di lakukan. Sebagai contoh, pengeluaran kas 
sebenernya diperuntukkan untuk konsumsi pribadi karyawan, namun 
yang ditulis dalam pelaporan pengeluaran kas bukan untuk konsumsi 
pribadi melainkan untuk konsumsi tamu dari bank syariah. 
Namun dalam hal ketentuan berpakaian dan tingkah laku, karyawan 
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya telah sesuai 
dengan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu Mengenakan pakaian yang 
rapi dan menutup aurat, khususnya bagi karyawan wanita diwajibkan 
untuk menggunakan hijab/jilbab. Selain itu, tiap-tiap KPS (Kantor 
Pemasaran Syariah) juga diharuskan untuk memiliki tempat ibadah 
sehingga mempermudah karyawan dalam menunaikan shalat 5 waktu. 
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. 
Produk Penjaminan Kafa>lah  Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya merupakan salah satu 
produk yang bertujuan untuk menjamin pembiayaan yang diajukan oleh 
nasabah/masyarakat pada perbankan syariah, khususnya pembiayaan 
mikro. Pihak perbankan syariah yang menjadi mitra PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah telah melakukan survei terlebih dahulu 
sebelum menyetujui permintaan pembiayaan nasabah tersebut, salah 

































satunya adalah mengenai jenis usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut. 
Jenis usaha tersebut harus merupakan usaha yang tidak bertentangan 
dengan syariat Islam. Sehingga, saat pihak perbankan syariah 
mengajukan penjaminan atas pembiayaan nasabah tersebut, pihak PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai Kafil telah mengetahui 
jenis usaha makful ‘anhu tersebut. 
6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas 
keseluruhan aktivitas operasional bank syariah. 
Adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) bagi suatu lembaga 
keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank merupakan 
suatu ketentuan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
DPS berfungsi untuk mengawasi kesesuaian produk-produk PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang telah 
ditentukan oleh DSN-MUI. Berikut adalah komposisi DPS PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah: 
a. H.M. Ichwan Sam, sebagai Ketua Dewan Pengawas. Beliau 
merupakan Warga Negara Indonesia dan usianya 65 tahun. 
Ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada 
10 Desember 2012 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-
MUI/XII/2012. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Anggota 
DPR-RI Tahun 2005-2010. 

































b. Daud Rasyid, sebagai anggota Dewan Pengawas. Beliau merupakan 
Warga Negara Indonesia dan usianya 54 tahun. Ditetapkan sebagai 
anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 10 Desember 
2012 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012. Saat 
ini beliau juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada unit 
usaha asuransi syariah PT Askrida. 
c. Muhammad Zubair sebagai anggota Dewan Pengawas. Beliau 
merupakan Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Ditetapkan sebagai 
anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 10 Desember 
2012 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012. 
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai anggota Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BSNP) periode 2011 – 20169. 
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.10 
Sumber dana yang dimaksud adalah dana yang digunakan untuk 
mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan perseroan termasuk salah 
satunya adalah membayarkan ta’widh akibat makful anhu yang 
mengalami risiko kerugian dan tidak dapat melanjutkan pelunasan 
pembiayaan yang diajukannya pada bank syariah. Dana tersebut 
dihasilkan dari pendapatan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
yang berasal dari ujrah, yang dalam prakteknya dinamakan IJK (Imbal 
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Jasa Kafa>lah). Selain itu, sumber dana yang didapatkan oleh PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah juga berasal dari dana investasi 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang telah 
diuraikan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan produk penjaminan kafa>lah pembiayaan tajir plus di PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah diawali dengan adanya 
perjanjian pembiayaan dari pihak makful lahu (dalam hal ini adalah bank 
syariah) dengan pihak makful anhu (nasabah bank syariah tersebut). 
Biasanya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah merupakan 
pembiayaan mikro yang digunakan guna membantu perkembangan 
usaha nasabah. Kemudian makful lahu mengajukan penjaminan kepada 
pihak kafil, yaitu PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan 
ketentuan dan tata cara pelaksanaan penjaminan kafa>lah pembiayaan 
tajir plus yang telah dituangkan dalam Akad Perjanjian Kerja Sama. 
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad Kafa>lah bil ujrah yang 
ditetapkan pada fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang 
Penjaminan Syariah, bisa di katakan bahwa PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, 
termasuk penerapan dalam produk Penjaminan Kafa>lah  Pembiayaan 
Tajir Plus. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditekankan 

































kembali mengingat salah satu rukun dan syarat makful ‘anhu yaitu 
dikenal oleh penjamin dan sanggup menyerahkan tanggungannya kepada 
penjamin. Karena pada praktiknya, pada saat akad pemberian 
pembiayaan pihak bank syariah tidak mengatakan kepada nasabah 
bahwa pembiayaan yang ia ajukan akan dijaminkan pada lembaga 
penjaminan pembiayaan syariah, melainkan hanya memberi tahukan 
bahwa akan ada asuransi jiwa dan kebakaran yang menjaminnya. 
B. Saran 
Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan terkait dengan produk 
Penjaminan Kafa>lah  Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah, khususnya KPS Surabaya adalah sebagai berikut: 
1. Perlu diadakan sosialisasi kepada nasabah bank syariah mengenai 
adanya lembaga penjamin pembiayaan syariah, terutama pada nasabah 
yang mengajukan pembiayaan mikro pada bank syariah tersebut yang 
dilakukan oleh pihak bank syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah.  Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak dapat 
mencari solusi bersama dengan nasabah guna meminimalisir terjadinya 
moral hazard. 
2. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya diharapkan 
dapat mempertahankan kepatuhan syariah (sharia compliance) yang 
telah terpenuhi dengan baik, baik dalam kegiatan operasional maupun 
produk-produk penjaminan, salah satunya adalah produk Penjaminan 
Kafa>lah  Pembiayaan Tajir Plus. Selain itu, peneliti juga mengharapkan 

































agar Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi seluruh kegiatan dan 
produk-produk PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dapat 
mempertahankan kinerja terbaik yang telah dicapai selama ini. 
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